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ANALISIS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIA? DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT

KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan untuk
kebersamaan dan kepegawaian berbasis kinerja untuk
mewujudkan efektifitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, perlu disusun Analisis Jabatan
Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten
Buru;

bahwa analisis jabatan ini dimaksudkan untuk dapat
menjadi pertimbangan dalam pengisian forrnasi jabatan
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Buru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a 1Ian huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Jabatan Struktural Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan
Inspektorat Kabupaten Buru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385U;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun L999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Ka.bupaten Bunr dan Kabupaten
Ma1uku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOA Nornor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

b.

C.



3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3&l;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a1;

undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil NEgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
zot+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
aiutarr kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5-8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2oo3 tentang
wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
pegawai ltegeri-sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor a2631;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A16 Norrror lla\
Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

RepuUtit< Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);

peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reforrnasi Birokrasi
Tahun 2OLO-2O25;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2o11 tentang

Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2At6 Nomor 18a5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2OL2

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2aL2 Nomor a83);

Peraturan Daerah Kabupatea Buru Nomor 17 Tahun 2A16

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buru;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN
STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH DAN

INSPEKTORAT KABUPATEN BURU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buru
2. pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi;

3. Bupati adalah BuPati Buru;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Buru
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buru;

10. Jabatan struktural adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka

memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;

ll.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penJrusunan

kebijakan progrr* pembina an f penataan kelembagaan, kepegawaian,

ketatalak"u.r,".i dan perencar,aan kebr,rtr.lhan pendidikan dan pelatihan

serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;

12. Iktisar Jabatan adalah uraian tugas disusun secara ringkas dalam bentuk
kalimat yang mencerrninkan pokok-pokok tugas jabatan;

13. Uraian Thgas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya

pokok pem-angku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja

menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu;

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tangUngiawab,
wewenang dan hak sesorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu satuan
Organisasi Negara;

15. Rincian Tugas Jabatan adalah papara-n atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakatt ,p^y. pokok yang dilakukan pemangku jabatan

d.alam *"*f.o*es tahan k tj" menjadi hasil kerja dengan menggunakan
perangkat kerja dan dalam 

-kondisi pelaksanaan tugas tertentu. setiap
j"Uata-" berisi 

"sekelompok yang berisi antara 5 sampai 12 tugas dan setiap

i.rg"* diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa

yaig dikerjakan, *"rrg"pu. harus dikerjakan dan bagaimana cara

mengerjakannya;
16. Pangkat adalah menunjukan tingkat

sipil berdasarkan jabatannya dalam
digunakan sebagai dasar penggajian;

kedudukan seseorar,g pegawai negeri
rangkaian susunan kepegawaian yang



17. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh

seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan
kemampuan kerja yang ditunjukan dengan keahlian atau keterampilan
kerja yang aiiaentiilt<aJi dari pemilikan pengetahuan kgrja, pendidikan,
petatlttan, pengalaman kerja dan kemalnpuan dari aspek psikologis dan

kekuatan {isik;
1g. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh

jabatan yang dapat t.t p, benda ber';rmjud dan benda tak berwujud;

1g. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tidak kerja (tugas)

menjadi hasil kerja yang dapai berupa benda berwujud dan benda tak
berwujud;

2O. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja- dan alat kerja
lainnya yang digunakan untuk -.*ptoses bahan kerja menjadi hasil keda;

21. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta

lingkungan disekitar lempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau
menimbulkan resiko bahan bagi pegawai yang berada didalamnya;

22.TJpaya Fisik adalah gambaran penggunaarr anggota tubrrh (mata, telinga,

rriA.rng, mulut, tangai, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan

tugas jabatan;
23. Kemungkinan resiko bahaya dalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul

dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya;

24,Tartggurtg jawab adalah rincian semua jaminan atas kebersihan

petatsana.ri t rg** oleh pernangku jabatan sebagai pertanggungiawaban
ierhadap kebersihan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;

25. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam

rangka p"1.k*.rr"u,., tugas dan iungsi serta menentukan tata cxa dan

tinJat<an yang perlu d*iarnbil dalam melaksanakan dan rnenyelesaikan

pekerjaan;
26. Hubungan jabatan ada"lah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan

kerja y"rrg membentuk "r.to kebulatan pola kerja dalam rangka

optimalisasi hasil kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya analisis jabatan adalah untuk dijadikan acuan dalam

melaksanakan p.rrlt*u.r, kelembagaan, kepegawaian, _ketatalaksanaan,
pefencan.., p.rdidikan dan pelatihan p"9. Organisasi Perangkat Daerah

(Oenl di lingkuingan Pemerintah Kabupaten Buru'

Pasal 3

T\rjuan Analis Jabatan adatah untuk mel{rusun 4tt menata struktur
or[anisasi, di lanjutkan dengan merrJrusun dan menata jenjang dan hubungan
jalatan hingga perumusan uraian jabatan dan penentuan syarat jabatan'

BAB III
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan qada

Sekretariat Daerah, Set<retariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan

Inspektorat-Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buru sebagai berikut :



a. Sekretariat Daerah Kabupaten Buru;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;

c. Inspektorat Kabupaten Buru.

(2) Hasil Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buru
berupa Analisis Jabatan Struktural.

Pasal 5

(1) Uraian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayat{21

terdiri dari jabatan :

1. Sekretariat Daerah
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten.
c. Staf Ahli Bupati.
d. Kepala Bagian.
e. Kepala Sub. Bagian.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Kepala Bagian.
c. Kepala Sub. Bagian.

3. Inspektorat
a. Inspektur.
b. Sekretaris.
c. Inspektur Pembantu.
d. Kepala Sub. Bagian .

(2) Hasil Analisis Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat2, merupakan uraian jabatan yang mencakup :

a. Nama Jabatan;
b. Uraian Organisasi;
c. Ringkasan T\rgas;

d. Hasil Kerja;

e. Bahan Kerja;
f. Alat Ke{a;
g. Rincian tugas;
h. Keadaan Tempat Kerja;
i. Upaya Fisik;
j. Hubunganjabatan;
k. Kemungkinan resiko/BahaYa; dan
1. Syarat Jabatan.

Pasal 6

Uraian Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Inspel<torat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buru
Nomor SO.c Tahun 2OO8 tentang Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah,
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten
Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor SO.c) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

2017

Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi /
Kabag Hukum A

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 13 November 2077
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